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BAB III 

TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA  POSITIF 

DAN PIDANA ISLAM 

 

A.  Pengertian Tujuan Pemidanaan 

 

Tujuan diartikan sebagai “arah, haluan (jurusan), maksud, tuntutan (yang 

dituntut)”.
1
Sedangkan Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 

dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 

penghukuman. Pemidanaan merupakan salah satu bentuk kaidah sosial yang pada 

hakekatnya ditujukan untuk mengatur prilaku manusia dengan menentukan 

perbuatan manusia sebagai tindak pidana disertai dengan ancaman pidana yang 

dikenakan terhadap pelanggarnya.
2
 

Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses 

menjalankan pidana. Istilah Pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. 

Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, 

dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah “hukuman” yang merupakan 

istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah 

karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah 

tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam 

istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.
3
 Oleh 

                                                 
1
 Yulius, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1999), h.740 

2
Supanto, Delik Agama, (Surakarta: LPP UNS, 2007), h. 61 

3
Muladi dkk, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), h. 2 
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karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus yang menunjukkan kepada 

cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.  

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan 

penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata, bahwa: “Penghukuman itu 

berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan 

hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu 

peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam 

hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu 

penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan pemidanaan 

atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini 

mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling.” Menurut beliau, 

Veroordeling tidak dapat diterjemahkan lain selain pemidanaan.
4
 

Dalam menetapkan pidana, harus dipahami benar apa makna kejahatan, 

penjahat dan pidana. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus 

setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, seperti yang tercantum dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1972 Nomor 5 Tahun 1972. 

KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum,yang ada hanya 

aturan pemberian pidana. 

Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu 

rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkretisasinya sengaja direncanakan 

                                                 
4
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 186 
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melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh 

aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat pelaksana pidana.
5
 

Dalam pidana Islam hukuman disebut uqubah, yaitu bentuk balasan bagi 

seseorang yang melanggar ketentuan syara‟ yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya 

untuk kemaslahatan manusia. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan 

kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadaratan. Menurut Abd al-

Qadir Audah hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada 

seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.
6
 Konsep pemidanaan dalam 

Islam itu meliputi pidana atas jiwa, atas anggota badan, atas harta, dan atas 

kemerdekaan. Keempat konsep pidana itu, merupakan sanksi yang bersifat 

hukum. Akan tetapi, sebagai sanksi hukum, keempat jenis pidana di atas, tidak 

murni bersifat pidana seperti dipahami dalam konsep barat modern. Konsep 

sanksi dalam Islam, selain mengandung sifat pidana, dianggap juga mempunyai 

sifat perdata.
7
 

Dari uraian mengenai definisi pemidanaan dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pemidanaan berarti arah yang “seharusnya” ingin dicapai dari penjatuhan 

pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian 

pidana/pemidanaan. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari 

fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah 

terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan  masyarakat. 

                                                 
5
Ahmad Bahiej, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 

2008), h. 26 
6
Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 

h.111 
7
Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Angkasa, 
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B. Teori Tujuan Pemidanaan 

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, 

terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan 

pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak 

dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan 

titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasildilakukan memerlukan 

formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.
8
 

Terdapat lima tujuan dari pemidanaan,
9
 yaitu: 

1. Retribution (pembalasan) 

Teori retribution memandang bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada 

perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata 

karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat 

mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan 

keadilan.
10

 

Teori pidana retribution telah ada sepanjang sejarah, yang paling 

dikenal adalah perintah Allah SWT: “... mata untuk mata, gigi ganti gigi, 

kehidupan untuk hidup ..” teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan 

                                                 
8
Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position 

Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, (Jakarta:ELSAM, 2005), h. 10 
9
Menurut Muladi terdapat tiga teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu: Teori absolut 

(retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis. Lihat: Muladi, Kapita Selekta Sistem 

Peradilan Pidana, h. 49-51. 
10

Zainal Abidin, op.cit, h. 11 
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antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu 

sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat 

berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas 

untuk “orang yang telah mengambil kehidupan” adalah perampasan kehidupan 

pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan 

hukuman fisik.
11

 

Teori retribution membebankan dan memberikan hukuman hanya 

berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang 

layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan 

mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang 

benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas 

tindakan kita.
12

 

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif(retributive view), yang 

memandang pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang 

dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan 

yang bersifat melihat ke belakang (backward-looking).
13

 

2. Deterrence (pencegahan) 

 

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai 

pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai 

tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan 

                                                 
11

Barbara A. Hudson, Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives 

and Controversies in Modern Penal Theory (Philadelphia: Open University Press, 2003), h. 41 
12

Matthew Lippman, Contemporary Criminal Law: Concepts,cases, and Controversies, 

(London: SAGE Publications, 2010), h. 55 
13

Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction, (California: Stanford 

University Press, 1968), h. 9. 
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masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar 

orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan 

absolut atas keadilan.
14

 

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), 

yang  melihat   dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah 

situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di 

satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah 

laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk 

mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. 

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (forward-looking) dan sekaligus 

mempunyai sifat pencegahan (detterence).
15

 

Bentham, sebagai tokoh dari teori detterence, menyatakan bahwa 

perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara 

mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi 

(prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan 

kejahatan sama sekali (precensi umum). Menurutnya,terdapat tiga strategi 

untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu: 

a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan. 

b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan. 

c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.
16

 

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman 

sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurutnya, hukuman yang 

                                                 
14

Zainal Abidin, loc.cit 
15Herbert L. Packer, op.cit, h.10 
16Barbara A. Hudson, op.cit h. 19. 
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diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh 

(penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan 

kejahatan yang sama.
17

 

3. Rehabilitation 

 

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan 

mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang 

produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu 

pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan 

diberi dukungan.
18

 

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan 

untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan pelakukan 

kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan 

(seperti, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut 

termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti, mengubah 

sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan 

kesempatan sosial (seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan). 

4. Incapacitation (inkapasitasi/pelemahan) 

 
Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran 

bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan 

atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus 

atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. 

Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. 

                                                 
17

Ibid, h. 20 
18

Matthew Lippman, op.cit. h. 56 
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Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan 

amputasi tangan mereka.
19

 

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk 

menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan 

kejahatannya. Inkapasitasi (incapacitation) merupakan paradigma 

penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat 

reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan 

adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang 

membatasi. kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah 

agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan. 

Tujuan dari inkapasitas adalah untuk menghilangkan pelaku dari 

masyarakat dengan tujuan mencegah mereka untuk terus mengancam orang 

lain. Pendekatan yang digunakan oleh teori ini adalah bahwa terdapat individu 

kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.
20

 

Inkapasitasi berhubungan dengan model penjagaan (custodial model). 

Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah 

melalui pemenjaraan. Namun, minimal dalam waktu tertentu pada saat 

pelanggar hukum dipenjara ia tidak dapat melakukan tindakan yang 

mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan 

yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya „hanya‟ pada saat 

pelaku kejahatan berada di penjara. 

 

                                                 
19

Nafi Mubarak, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional, (Surabaya: al-

Qanun, 2015), vol.18, h. 304 
20

Matthew Lippman, op.cit, h. 56 
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5. Restoration 

 

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkankepada korban 

kejahatan dan membutuhkan pelakuuntuk terlibat dalam restitusi keuangan 

danpelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korbandan masyarakat dan 

untuk "membuat mereka utuhkembali." Pendekatan keadilan restoratif 

mengakuibahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalamsistem peradilan 

pidana. Pendekatan ini jugadirancang untuk mendorong pelaku 

untukmengembangkan rasa tanggung jawab individu danmenjadi anggota 

masyarakat yang bertanggungjawab.
21

 

Tujuan dari teori restoration adalahrestorasi komunitas yang 

menjadikan rasa aman dandamai dari korban dan pelaku dengan 

telahdiselesaikannya konflik di antara mereka. Dengandemikian, hal yang 

terpenting adalah penekanan padaproses yang memberikan hasil maksimal; 

orentasiyang sama antara korban, pelaku dan masyarakat, serta orentasi pada 

hubungan dan konsekuensialismeke depan.
22

 

C. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum PidanaPositif 

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting 

dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di 

seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, 

di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yanag 
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Ibid 
22
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bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan 

pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.
23

 

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara 

tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang 

kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan 

fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan 

Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pemidanaan” adalah keadaan yang 

diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, 

ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan 

tanpa dinyatakan secara tegas.
24

 

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

                                                 
23

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana danKriminologi, (Bandung: 

Mandar Maju, 1995), h. 90 
24

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia. (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 27 
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Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan 

adalah “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan 

masyarakat” (social welfare).
25

 

1. Tujuan Pemidanaan dalam KUHP 

Saat ini sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia 

terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang 

merupakan terjemahan dari dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch 

Indie (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda).
26

 Dalam kaitannya 

dengan tujuan pemidanaan, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam 

rumusannyamengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksipidana.
27

 Oleh 

karena itu, jika ingin mengetahui tujuanpemidanaan dalam KUHP, salah 

satunya denganmempelajari historitas dari KUHP tersebut, terutama dinegeri 

Belanda. 

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanyaWetboek van Strafrecht, 

timbul suatu gerakan menujukemenangan rasional kriminalitas 

denganmempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh darisosiologi, 

antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikirandari gerakan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

                                                 
25

Tim Penyusun, Draft Naskah Akademik RUU-KUHP (Jakarta: BPHN-Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), h. 3 
26

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)diberlakukan di Indonesia 

pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan 

mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri 

Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886, yang 

pemberlakuannya dengan asas konkordansi (penyesuaian). Lihat: Ahmad Bahiej, “Sejarah dan 

Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia”, dalam Sosio-Religia, Vol. 4 No. 4, Agustus 

2005, h. 14 
27

Eva Achjani Zulfa, “Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran 

Paradigma Pemidanaan di Indonesia)”, dalam LexJurnalica, Vol.4 No. 2, April 2007, h. 95. 
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a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat 

yang dipandang sebagai gejala masyarakat. 

b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana 

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi. 

c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam 

penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan 

tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya 

kombinasi dengan tindakan preventif.
28

 

Selanjutnya, buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan 

tugas kepada pembuat undangu-ndang untuk menetapkan apa yang diancam 

dengan pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti, dan 

menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.
29

 

Di samping itu, beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik 

telah membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang 

lengkap. Konsep tersebut berwujud kodifikasi hukum pidana yang tidak 

bertentangan dengan kenyataan sosial pada masa itu. Konsep tersebut sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang berkembang 

pada masanya. Aliran hukum tersebut juga menghasilkan KUHP Perancis dan 

Belanda, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap KUHP Indonesia yang 

berorientasi pada perbuatan.
30

 

 

                                                 
28

Syaiful Bakhri, “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan 

Hukum Pidana Nasional”, Jurnal Hukum No. 1Vol. 18 Januari 2010, h. 141 
29

Ibid, h. 141 
30

Ibid, h. 154 
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2. Tujuan Pemidanaan di Luar KUHP 

 

Di luar KUHP, juga dapat diketahui tujuan pemidanaan yang beraku 

di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang  

berlaku: 

a. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 

 Berdasarkan nilai filosofi pemidanaan yang berdasarkan sistem 

pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, maka karakteristik teori 

pembalasan jelas bertentangan.
31

 Namun, sistem hukum pidana Indonesia 

dekat dengan teori tujuan (relatif), yang dibuktikan dengan perkembangan 

teori pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan.
32

Hal ini sebagaimana 

disebutkan dalam Konsideran undang-undang tersebut: “... agar Warga 

Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya memperbaiki diri, dan 

tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 

lingkungan masyarakat.”
33

 Juga, dalam Pasal 2 disebutkan: “Sistem 

pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga 

BinaanPemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

                                                 
31

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 2, 

No. 1, 2011, h. 69. 
32

Ibid., h. 72 
33

Dalam bagian konsideran huruf c. disebutkan: “bahwa sistem pemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan 

agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 

aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 

bertanggung jawab.” 
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dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 

baik dan bertanggung jawab.” 

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 2 

Tujuan pemidanaan adalah “... memperkuat ketertiban masyarakat, 

dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan 

hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, 

agama, ras, maupun antar golongan”, sebagaimana dalam Konsideran.
34

 

Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuannya adalah 

“... melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan 

destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luarnegeri”.
35

 Juga, dalam 

bagian Penjelasan disebutkanbahwa tujuan pemidanaan adalah: “... 

memeliharakeseimbangan dalam kewajiban melindungikedaulatan negara, 

hak asasi korban dan saksi, sertahak asasi tersangka/terdakwa.36 

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pasal 1 

                                                 
34

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: “Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah 

strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap 

menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan 

suku, agama, ras, maupun antar golongan.” 
35

Dalam bagian Penjelasan Alinea 2 disebutkan: “Untuk mencapai tujuan tersebut di 

atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga 

negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri.” 
36

Dalam bagian Penjelasan Alinea 10 disebutkan: “Pemberantasan tindak pidana 

terorisme di Indonesia tidak sematamata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum 

melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah 

ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun 

ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak 

asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.” 
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Disebutkan dalam bagian konsideran bahwa tujuan pemidanaan 

adalah: “perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman 

yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan 

negara”.
37

 Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan 

adalah: “... melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan 

ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri”.
38

 

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan, untuk menjamin 

ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau  

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, 

dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, 

memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan 

menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah 

guna dan pecandu narkotika. 

 

 

 

                                                 
37

Dalam bagian konsideran huruf b. disebutkan: “bahwa berdasarkan Pembukaan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia bertujuan 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu dilakukan tindakan 

tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan 

mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang 

mendukung terjadinya aksi terorisme.” 
38

Dalam bagian Penjelasan Alinea 2 disebutkan: “Untuk mewujudkan tujuan nasional 

tersebut, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi 

warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal 

dari dalam negeri maupun dari luar negeri.” 
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D. Tujuan Pemidanaan dalam Pidana Islam 

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tigatingkatan, yaitu hukuman tetap 

(hudud), retribusi (qishas}),dan hukuman diskresioner (ta’zir). Tindak pidana 

beratdan beberapa kejahatan lainnya diancam denganhukuman tetap sebagaimana 

tersurat secara tegas dalamal-Qur‟an. Sedangkan untuk jenis tindak pidana 

ringandiancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupunhukuman diskresioner 

sesuai dengan pertimbangan danpenilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku 

filosofibahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, disamping juga sistem 

pidana yang ketat dan efektif demiuntuk mencapai perdamaian dan stabilitas 

masyarakat.
39

 

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum 

Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari‟at Islam, yaitu untuk 

memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari 

kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian taklif  

(pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan taklif  tersebut, 

manusia harus dapat memahami sumber syari‟at, yaitu al-Qur‟an dan Al- 

Sunnah.
40

 

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari‟at Islam, menurut Siti Jahroh 

merupakan realisasi dari tujuanhukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan 

atasperbuatan jahat, pencegahan secara umum danpencegahan secara khusus serta 

                                                 
39

AbdurrahmanRaden Aji Haqqi, “Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic 

Law”, dalam International Journal of Technical Research and Applications, Special Issue 15 (Jan-

Feb 2015),h. 6 
40

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama, (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), h. 125. 
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perlindungan terhadaphak-hak si korban.
41

 Sedangkan tujuan pemidanaan 

dalamIslam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagairetribution 

(pembalasan) semata, tetapi juga deterrence(pencegahan) dan reformation 

(perbaikan), sertamengandung tujuan pendidikan (al-tahzib) bagimasyarakat, yang 

merupakan satu kesatuan yang utuhdalam penerapannya demi mewujudkan 

kemaslahatanmanusia.
42

 

Di sisi lain, Topo Santoso menekankan pada tiga aspek dalam tujuan 

pemidanaan, yaitu pembalasan (retribution), pencegahan (deterrence), dan 

perbaikan (reformation).
43

 

a. Pembalasan ( ( 

Terhadap pelaku kejahatan, hukuman memiliki tujuan retributive 

(pembalasan) sebagai satu bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang 

telah dilakukan dengan merampas hak orang lain dan menodai kehormatan 

masyarakat. Dalam hal retribusi, sebagai alasan rasional di balik 

pemberian hukuman, dua hal yang intern menjadi unsur yang harus ada di 

dalamnya adalah unsur kekerasan suatu hukuman dan keharusan 

diberikannya hukuman tersebut kepada pelaku perbuatan kriminal.
44

 

 

 

                                                 
41

Siti Jahroh, “Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal 

Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, h. 2. 
42

Muh. Tahmid Nur. “Maslahat dalam Hukum Pidana Islam”, Jurnal Diskursus Islam. 

Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, h. 293 
43

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari’at Islam dalam 

Konteks Modernitas,Cet. Ke-2, (Bandung: Asy-Syamsil Press, 2001),, h. 186. 
44

Ratno Lukito, “Teori Hukuman dalam Sistem Hukum Pidana Islam, “ dalam Jurnal al-

Hudud, h. 42.  
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b. Pencegahan ( ( 

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia 

tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus 

melakukan jarimah tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan 

juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak 

ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman 

yang dikenakan kepada pelaku juga  akan dikenakan terhadap orang lain 

yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan 

pencegahan adalah  rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri 

untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak 

berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.
45

 

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman 

adakalanya pelanggaran terhadap larangan (jarimah positif) atau 

meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu 

berbeda. Pada keadaan yang pertama (jarimah positif) pencegahan berarti 

upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedangkan pada 

keadaan yang kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan 

sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Sehingga dengan 

dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya, 

seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan shalat atau 

tidak mau mengeluarkan zakat. 

                                                 
45

Ibid 
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Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya 

hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, 

tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian 

terdapat prinsip keadilan dalam mewujudkan hukuman. Apabila 

kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta‟zir, dapat 

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku 

ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan 

beberapa cambukan saja, ada pula yang perlu dicambuk degan beberapa 

cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan 

ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan 

lebih berat dari itu seperti hukuman mati. 

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan pencegahan itu, 

efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya 

pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, 

tentram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pencegahan ini ada 

juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah 

maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari 

hukuman itu

 Perbaikan( (

Tujuan yang ketiga dari penjatuhan hukuman adalah mendidik 

pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari 

kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari‟at Islam terhadap 

diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam 
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diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut 

akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya 

terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha Allah. Kesadaran 

yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk 

memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu 

jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan 

hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh 

orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa 

negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri 

dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat 

menghindarkan diri dari hukuman akhirat. 

Jika menilik pada KUHP Indonesia yang diterapkan berdasarkan asas 

konkordansi, maka tidak bisa dipungkiri pula jika dalam KUHP tujuan 

pemidanaan lebih menuju pada aliran kompromis atau gabungan.
46

 Terkait tujuan 

hukum pidana dan tujuan pemidanaan dalam hukum positif hampir serupa dengan 

tujuan hukum pidana Islam. Tujuan hukum pidana maupun pemidanaan pada 

dasarnya mencakup tujuan retribution, prevention baik special prevention 

maupun general prevention. Kesemua tujuan hukum itu pada essensinya bertujuan 

untuk memberikan kemaslahatan, perlindungan dan kemanfaat kepada individu 

dan masyarakat. 

Menurut Aji Haqqi, tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai 

berikut: 

                                                 
46

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 
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1. Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa 

menjadi kaffarah (pemurnian) dan reformasi mereka. 

2. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan 

kejahatan. 

3. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.
47

 

Aspek pembalasan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam al-Quràn 

surat al-Maidah (5): 38.  

                 

 

 

Terjemahannya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi 

apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 

Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
48

 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pemberian hukuman potong 

tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita merupakan pembalasan (jaza`) 

terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah.
\
 

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah 

bahwa hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (qishas}) didasarkan 

pada gagasan “hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi”. 

Karakter retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara mengeksekusi 

hukuman mati untuk pembunuhan harus mirip dengan cara korban mengalaminya, 

                                                 
47

Abdurrahman Raden Aji Haqqi, op.cit, h. 8 
48

 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil, 2010), h. 
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dan di bawah pengawasan otoritas, di samping ahli waris dapat melaksanakan 

hukuman mati mereka diri.
49

 

Aspek rehabilitasi dari hukuman dalam Islam ditunjukkan bahwa 

hukuman menjadi kaffarah. Ini semisal dalam al-Qur‟an surat al-Nur (24): 4-5 

                               

                          

 

 

Terjemahannya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang 

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 

mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah 

mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, 

dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 

selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang 

fasik.  Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu 

dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
50

 

 

Dari ayat di atas dipahami tentang pengaturan  hukuman tindak pidana 

qadzaf, di mana diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, yang 

memungkinkan untuk diadakan pengurangan hukuman.
51

 

Aspek rehabilitasi ini juga sebagaimana dipaparkan oleh semua madzhab, 

kecuali madzhab Hanafiah, bahwa hukuman tetap memiliki aspek pemikiran religi 

secara khusus, berupa pemikiran bahwa dengan menjadi sasaran hukuman tetap, 

pelakunya menebus dosa-dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat atas 

perbuatan tersebut. Nabi Muhammad SAW. bersabda yang artinya: “Tangan 
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Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law: Theoryand Practice from the 

Sixteenth to the Twenty-first Century, (NewYork: Cambridge University Press, 2005), h. 30 
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pencuri yang bertaubat mendahului dia berada di surga.” Sedangkan madzhab 

Hanafiyah berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bisa dianggap penebusan, jika 

dilakukan dengan tujuan bertaubat, bukan hanya dengan dijatuhkan hukuman 

saja.
52

 

Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya 

mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini 

ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, yang, dijatuhkan sesuai 

dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.
53

 

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya 

hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut 

pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain 

yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum 

melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami dari al-Qur‟an surat al-Nur (24): 2 

                    

              

 

Terjemahannya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, 

Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus 

dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya 

mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan 

oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”
54
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Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa tercantum ketentuan tentang 

keharusan untuk mendemonstrasikan pelaksanaan hukuman bagi pezina di 

hadapan khalayak ramai. 

Pada dasarnya, pencegahan (zajr) merupakan prinsip yang mendasari 

semua bidang hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan, menurut para ahli 

hukum, bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang 

melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah 

kebutuhan. Untuk jenis hukuman tetap (hudud), pencegahan disebut dengan 

istilah “hukuman percontohan” sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 38, di 

samping bahwa hudud harus dilakukan di depan umum. Juga, semisal dalam 

hukuman pembunuhan meskipun didasarkan atas retribusi, namun aspek 

pencegahan juga berperan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 179. 

Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan 

mengatakan bahwa: “Penjatuhan pidana hudud dimaksudkan untuk mencegah 

terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi 

kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif 

untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan 

dijatuhkannya hudud maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan 

menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa pidana hudud bersifat forward looking. Artinya, yang 

dilihat bukan hanya masa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang 
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justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan 

dijatuhkannya pidana tersebut.
55

 

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam pidana Islam menurut Shagufta 

Begum adalah sebagai berikut, bahwa mereka yang merusak ketenangan 

masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini 

hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku 

psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan 

kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi korban. Orang 

yang menjadi korban complain tidak hanya terhadap pelaku, tetapi pada negara 

juga. Jika pemulihan kerugian tersebut tidak dibuat oleh pelaku, maka merupakan 

tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Ini 

adalah tugas negara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi 

warganya. Jika gagal menunjukkan kekuasaannya dalam memenuhi tugasnya, 

bagaimana mungkin negara disebut sebagai pelindung. Menjaga dalam melihat 

tujuan yang lebih besar itu harus menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan 

sosial untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan membuat pengaturan, 

sehingga tidak ada yang bisa menghancurkan ketenangan masyarakat.
56

 

Dalam sistem hukum Islam, para ulama menyebutkan dua aspek penting 

yang merupakan tujuan pemidanaan. Pertama, tujuan relative (al-Ghardhu al-

Qarib) untuk menghukum atau menimpakan rasa sakit kepada pelaku pidana yang 

pada umumnya dapat mendorongnya untuk melakukan taubat sehingga ia menjadi 
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jera, tidak mau mengulangi kembali melakukan jarimah, dan orang lain pun tidak 

berani untuk meniru perbuatannya tersebut. Kedua, tujuan absolute (al-Ghardhu 

al-Ba’id) untuk melindungi kemaslahatan umum.
57

 

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syari‟at Islam dalam menjatuhkan 

hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa 

saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui 

batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu jarimah adalah 

perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta 

membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping 

menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri 

pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat 

terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga 

merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu 

dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku 

sebagai imbangan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk mensucikan 

dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan 

oleh seluruh masyarakat  

Dalam hukum pidana Islam, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa 

penggolongan menururt segi tinjauannya.Penggolongan pertama didasarkan atas 
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Tahun K.H. Ali Yafie,(Bandung: Mizan, 1997), h. 100 
58

Ahmad Hanafi,  Azas-azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), cet. 

ke 4, h. 257 



136 

 

 

pertalian suatu hukuman dengan lainnya, dalam hal ini ada 4 (empat) macam 

hukuman, yaitu:
59

 

1. Hukuman pokok (seperti hukuman qishash untuk tindak pidana 

pembunuhan, potong tangan untuk tindak pidana pencurian, cambuk dan 

rajam untuk tindak pidana zina, cambuk untuk pidana khamar dan qadzaf 

dan hukuman mati untuk tindak pidana begal dan murtad. 

2. Hukuman pengganti ( yaitu hukuman yang menggantikan 

hukuman pokok, bila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena 

alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti 

hukuman qishash atau hukuman ta‟zir sebagai pengganti hukumanhad atau 

hukuman qishashyang tidak bisa dijalankan. Sebenarnya hukumn diyat itu 

sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, 

akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman qishash. Demikian pula 

hukuman ta‟zir juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah 

ta‟zir sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah-

jarimah hudud atau qishash diyat yang tidak mendapat hukuman karena 

adanya alasan-alasan tertentu. 

3. Hukuman tambahan  ) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman 

pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, larangan menerima 

warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga, 

sebagai tambahan dari hukuman qishash (mati), atau hukuman dicabutnya 
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hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan qazdaf 

(memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, yaitu 

jilid delapan puluh kali. 

4. Hukuman pelengkap (  ) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman 

pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah 

yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman tambahan. Contoh: hukuman 

pelengkap ialah mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong 

dilehernya. 

Penggolonan kedua ditinjau dari segi kekuasaan hakim alam menentukan 

berat ringannya hukuman. Dalam hal iniada 2 (dua) macam hukumannya, yaitu:
60

 

1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi 

atau batas terendah, seperti hukuman cambuk sebagai hukuman had (80 

kali atau 100 kali). 

2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, yaitu hakim 

diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas 

tesebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta‟zir. 

Penggolongan ketiga ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah 

ditemukan, yaitu: 
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1. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, yaitu hakimharus 

melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti dengan 

hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan ( ( 

2. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipintanya dari 

sekumpulan hukuman-hukuman yangditetapkan oleh syara‟ agar bisa 

disesuaikan dengan keadaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini 

disebut hukuman pilihan.  

Penggolongan keempat ditinjau dari segi tempat dilakukannya 

hukuman,yaitu: 

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan seperti 

hukuman mati, cambuk dan penjara. 

2. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan 

badannya seperti ancaman, peringatan dan teguran. 

3. Hukuman harta, yaitu hukumanyang dikenakan terhadap harta seseorang 

seperti diyat, denda, dan perampasan harta.  

Penggolongan kelima ditinjau dari segi macam-macam jarimah yang 

diancam dengan hukuman, yaitu: 

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yangditetapkan atas jarimah-jarimah 

hudud. 

2. Hukuman qiyas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-

jarimah qiyas diyat. 
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3. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah 

qishash dan diyat dan beberapa jarimah ta’zir. 

4. Hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah 

ta’zir. 

 

 


